BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR £ § TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 204 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang  : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 900/0001344 tanggal 24 Desember 2019 perihal
Penyampaian Alokas: Belanja Bantuan Keuangan APBD
Provinsi  Jateng Tahun  Anggaran 2020 kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Surat Kepala
Pelaksana  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor : 360/125/39 tanggal 5 Februari
2020 perihal Permohonan Penganggaran, Surat Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Nomor
900/0052/18 taznggs! 30 Januari 2020 periha! Surat
Permohonan pergeseran antar obyex rincian obyek belanja,
Sural Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 200/299/19 tanggal
27 Januari 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran
Tahun 2020, Burat Camat Wanaregja Nomor : 900/034/64
tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Perubahan
Rekening DPA 2020, Surat Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Cilacap Nomor : 915/0108/30
tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Pergeseran
Rincian Belanja Langsung Tahun 2020, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap Nomor : 900/0000267/16.0
tanggal 11 Februari 2020 perihal Permohonan Pergeseran
Kode Rekening Belanja DPA TA 2020, Surat Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cilacap Nomor : 900/490/19 tanggal 12 Februari
2020 perihal Permohonan Perubahan Kode Rekening Belanja
Tahun 2020, maka Peraturan Bupad Cilacap Nomor 204
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
scbagai landasan operasional pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2020, perlu untuk diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, perlu menectapkan Peraturan Bupatu Cilacap
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;




Mengingat

10,

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djaws
Isngah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
2),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Hersih dan Hebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepousme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400y,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $438):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyvat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Taumbahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4502)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atwas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tantang Pengelolaan
Keusngan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemecrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralkyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daeral (Lembaran Daernh Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 57 sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Dacrah  Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2018 (entang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 167);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi  Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59];

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Keschatan Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 62).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daecrah Kabupaten Cilacap Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 67);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap
Nomor 71);

28, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerzh Kabupaten Cilacap Nomor 72);

29, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Penvediaan dan/atau Penyedotan Kakus di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 73);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Cilacap Nomor 74

a1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi  Pengujian  Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Cilacap Nomor 75);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 76),

33, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77);

34 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap
Nomor 78);



a5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribust lzin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79);

36, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat  Rekreas: dan Olahraga
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah  Kabupatern c_:mm;;
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 80);

37, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 81J;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan — Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

39, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2019 Nomor 10J;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CILACAP NOMOR 204 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2020 (Berita Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 204)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 terdini atas :

1) Pendapatan S
&. Pendapatan Asli Dacrah

a) Semula Rp. 617.977.383.281,-

b} Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Asli Dacrah

setelah Penyempurnaan Rp ©617.977.383.281 -

b. Dana Perimbangan

a) Semula Rp. 1.996,103.673.000,-

b) Bertambah Rp. 0,-

Jumlsh Dana Perimbangan =

setelah Penyempurnaan Rp 1.996,103.673.000,-

c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

a) Semula Rp.  746.278.326.000,-

b) Bertambah Rp 28.232.000.000 -
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Penvempurnaan Rp.

774.510.326.000.-
Jumlah Pendapatan Rp.3.388.591.382 281 ,-



2] Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

a)

b)

<}

d)

¢)

b, Belanja Langsung

a

Belanja Pegawal

1) Semula Rp. 1.277.140.564.892,-

2) Bertambah  Rp. 0,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Penyvempurnaan Rp.1.277.140.564.892,
Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 400.000.000,-

2) Bertambah  Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Penyempurnaan Rp. 400.000.000,-

Belanja Hibhah

1) Semula Rp. 49.428.631.000,-

2) Bertambah  Rp. 0,-

Jumlah Belanja IHibah

setelah Penvempurnaan Rp. 49.428.931.000.-
Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 7.346.228.000,-

2) Bertambah  Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Penyempurnaan Rp. 7.346.228.000,-
Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi  /Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 24.408.140.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi /Kabupaten/Kcta dan

Pemerintah Desa setelah

Penyempurnaan Rp. 24.408.1<40.000,-
Belanja Bantuan Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/ Kota

dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 479.644.445.300,-

2) Bertambah Rp. 1.317.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah

Penyempurnaan Rp. 480.961.445.300,-
Belanja Tidak

Terduga

1) Semula Rp. 5.654.306.000,-

2) Berkurang (Rp. 1.200.000,000,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga  setelah
Penyempurnann Rp,

3.754.306.000,
Belanja Pegawal

1) Semula Rp.  224.384.146.440, -
2} Bertambah Rp. #4.230.000, -
Jumlah  Belanju — Pegawal  setelah
Penyempurnaan

Rp. 224.468.376.440,-



2.

b) Belanja Barang dan

Jasa

1) Semula Rp. 720.663,476.470,-

2) Bertambah  Rp. 4.396,839.000,-

Jumiah Belanja Barang dan  Jasa

setelah Penvempurnaan Rp. 725.060.215.470,

¢) Belanja Modal

1) Semula Rp. 763.134.436.9G0,-

2) Bertambah Rp, 28.495.000,000,-

Jumlah Belanja Modal setelah

Penyempurnaan Rp. 791.629.436.900,-
Jumlah Belanja Rp.3.584.507.744.002,-
Defisit (Rp. 196,006.361.721,-)

3) Pembiavaan !
a. Penernimaan
1) Semula Rp. 217.434.292.721,-
2] Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan
setelah Penyempurnaan Rp. 217.434.292.721,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 25.589.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumiah Pengeluaran

setelah Penyempurnaan Rp.__25.589.000.000,-
Jumiah Pembiayaan Netto Rp. 191.845.292.721 -
Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (Rp. 4.161.069,000,-)

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinct lebih lanjut
pada Lampiran | dan 1l Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, vakni Pasal 2A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pelaksanaan perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar sctiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Diundangkan di Cilaca
pada tanggal § 4 £go




